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Accepted 12/06/2024 Smart City ETLE termasuk ke dalam contoh dimensi Smart
Available online People karena menggunakan CCTV sebagai pengganti
14/06/2024 pekerjaan petugas polisi di lapangan. Sistem ini

menggantikan sistem konvensional yang mengandalkan
petugas polisi lalu lintas. Teori yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah teori dari Rogers (2003) terdapat
indikator antara lain yaitu Relative Advantage (Keunggulan
Relatif), compatibility (kesesuaian), complexity
(kerumitan), triability  (kemungkinan coba), dan
observability (kemudahan diamati), dimana setiap indikator
saling berkaitan mengurai secara rinci untuk menilai
inovasi sistem ETLE yang diberikan. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang
berusaha menggambarkan secara ilmiah yang bertujuan
untuk menggambarkan sifat sesuatuyang berlangsung pada
pemecahan masalah dan teknik pengumpulan data dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan analisa data. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi sistem ETLE
Polresta Kota Palangka Raya sudah diterapkan dimensi
karakter inovasi menurut teori Rogers (2003) Relative
Advantage membuat inovasi menjadi efektif, menambah
kecepercayaan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat tertib lalu lintas. Compatibility yaitu sistem
ETLE sesuai dengan SOP pusat dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat menjadi inovasi yang efektif.
Complexity dapat dilihat dari masyarakat terkendala
pembayaran denda tilang. Triability akan memberikan
akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Observability
dalam sistem ETLE mudah mengamati keadaan lalu lintas.
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A. PENDAHULUAN

Menurut DepartemenPerhubungan Republik Indonesia sebelum adanya
pelanggaransistem Electronic Traffic LawEnforcement di KalimantanTengah,
sistem yang digunakan untuk menjaga tertib lalu lintas di wilayah tersebut
adalah sistem konvensional yang melibatkan petugas polisi lalu lintas secara
langsung. Petugas polisi lalu lintas melakukan pemeriksaan dan penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, sepertimemberikan tilang atau
teguran kepada pengendara yang melanggar aturan. Sistemkonvensional ini
memilikibeberapa kelemahan, antara lain keterbatasan jumlah petugas yang
tersedia untuk melakukan pengawasan dan penindakan, serta tingkat efektivitas
yang tergantung pada kecakapan petugas yangbersangkutan. Selain itu, sistem
ini juga rentan terhadap kecurangan atau penyuapan yang dapat merusak
integritas penegakan hukum. Sistem ini memanfaatkanteknologi kamera dan
sensor untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, seperti
melanggar lampu merah, melintasi jalur bus, atau kecepatan melampaui batas
yang ditentukan. Data pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem ETLE akan
otomatis direkam dan dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum
Sistem E-Tilang merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk
meningkatkanketertiban lalu lintas di Indonesia. Sistem ini memungkinkan
petugas kepolisian untuk melakukan penindakan secara elektronikterhadap
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara.

Sistem ini merupakanpengembangan dari sistem E-Tilang yang
lebih canggih dan terintegrasi dengan sistem pemantauan CCTV dan
pengenalanplat nomor kendaraan. Adanya masalah lalu lintas yang kompleks
dan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas. Palangka Raya, sebagai ibu
kota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan pusat aktivitas ekonomidan
sosial yang penting. Pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan yang
cepatmenyebabkan peningkatan volume lalu lintas yang signifikan di kota ini.
Masalah lalu lintas yang semakin kompleks  ini menimbulkan  berbagai
konsekuensi negatif, sepertikemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran
terhadap aturan lalu lintas. Dengan adanya pengawasan Yyang Kketat,
diharapkanpengendara akan lebih mematuhi aturan lalu lintas dan mengurangi
resiko kecelakaan. Melalui inovasi yang efektif dalam pelayananpublik, biaya

operasionalpemerintah akan berkurang.Kamera tersebut terhubung ke jaringan
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tertutup yangmemungkinkan petugas keamanan memantau lalu lintas secara
real time dan dilengkapi denganteknologi pengenalan plat nomor kendaraan
yang dapat secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas.
Pemanfaatannya adalah dengan CCTV yang terintegrasi di setiap sudut kota
dapat melacak nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan tindakan
kriminal atau pelanggaran lalu lintas.

Pada bulan Juli tahun 2023 Kepolisian Resort Kota PalangkaRaya
(Polresta) kota Palangka Raya telah memasang 3 (tiga) titik baru ETLE.
Diantaranya ada di simpang jalan Yosudarso, jalan G. Obos sampai jalan MH
Thamrin, dan jalan RTA Miliono tepatnya depan Universitas Muhamaddiyah.
Dengan sinergi antara teknologi CCTV dan partisipasi masyarakat, kota cerdas
ini dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh
warganya. Dengan semua manfaat yang ditawarkan oleh ETLE di Palangka
Raya, diharapkan  dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadapaturan lalu lintas, serta mengurangiangka pelanggaran
yang terjadi di kota tersebut. Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik,
tedapatlima indikator inovasi yang dikemukakan oleh Rogers antara lain yaitu
Relative Advantage , compatibility , complexity , triability , dan observability.
Dengan latar belakang tersebut peneliti berharap dapat mengetahuilebih dalam
mengenai inovasikebijakan sistem ETLE dalammewujudkan Smart City Kota
Palangka Raya serta faktor penghambat dan fakor pendukung pada inovasi
kebijakan sistem ETLE di Polresta Palangka Rayadalam mewujudkan Smart
City kota Palangka Raya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan
tekhnik pengumpulan data, Jenis data yang terkumpul meliputi data sekunder
dan data primer yang diperoleh melalui studi dokumen dan literatur, observasi
lapangan, serta wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Peneliti memfokuskan
pada inovasi pelayanan pada Polresta Palangka Raya, karakteristik inovasi
yang dikemukakan oleh Rogers Yakni 1. Relative Advantage (Keunggulan
Relatif),2. Compatibility (Kesesuaian), 3.Complexity (Kerumitan),4.Triability
(Kemungkinan coba),5. Observability (Kemudahan)
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C. HASIL DAN DISKUSI

Terkait dengan permasalahanyang teridentifikasi dalam penelitianini,

implementasi teknologi telah menjadi elemen krusial dalam upaya

merealisasikan visi Smart City yang terintegrasi dan berkelanjutan di

berbagai belahan dunia. Dalamkonteks tersebut, pengelolaan lalu lintas

yang efisien dan aman menjadi salah satu aspek kunci yangmemerlukan

inovasi dantransformasi. Penelitian yangdilakukan di Kota Palangka Raya

menyoroti pentingnya kebijakan baru dalam menerapkan sistemElectronic

Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai langkah strategis dalam

memajukan kotanya menuju status Smart City yang tangguh dan adaptif.

1.

Berikut adalah pembahasan dan hasil penelitian lebih lanjut:

Inovasi Kebijakan ETLE

Inovasi Kebijakan ETLE telah memberikan landasan yangkokoh
bagi perbaikan sistem penegakan hukum lalu lintas melalui penerapan
teknologi canggih. Salah satu aspek utama dari inovasi ini adalah
penggunaan teknologi canggih seperti kamera pengawas, pengenalan
plat nomor otomatis (ANPR), dan sistem pemrosesan data terkini.
Melalui penggunaan teknologi ini, sistem ETLE memungkinkan
pengawasan lalu lintas secara real-time yang lebih efektif, serta
identifikasi pelanggaran dengan akurasi tinggi. Dengan demikian,
pelanggaran dapat dideteksidengan cepat dan direspons secara tepat
waktu, mengarah pada peningkatan keselamatanjalan dan penegakan
hukum yang lebih efektif. Selain itu, keberhasilan implementasi sistem
ETLE juga tergantung pada keterhubungannya dengan
infrastruktur jalan yang sudah ada. Sistem ETLE tidak hanyaterisolasi
sebagai entitas tunggal,tetapi diintegrasikan dengan lampu lalu lintas,
rambu-rambu, dan sensor lalu lintas lainnya yang ada di sepanjang jalan.
Dengan adanya keterhubungan ini, pengawasan lalu lintas dapat
dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Informasi yang
dikumpulkan oleh berbagai komponen infrastruktur dapat digunakan
secara efisien untukmendukung operasi penegakan hukum lalu lintas,
sehingga memperkuat efektivitas sistemsecara keseluruhan.

Selain itu, penerapan kebijakan responsif menjadi salah satu

keunggulan utama dari inovasi Kebijakan ETLE. Data yang
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dikumpulkan olehsistem ETLE dapat menjadi dasar yang kuat untuk
mengembangkan kebijakanterkait penegakan hukum lalu lintas yang
lebih responsif dan berbasis bukti. Denganmenganalisis data secara
terperinci, kebijakan dapatdisesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang
sebenarnya, termasuk pola pelanggaran yang sering terjadi. Pendekatan
initidak hanya memastikanpenegakan hukum yang lebih adil, tetapi juga
memberikan kontribusi signifikan terhadap keselamatan lalu lintas
secara keseluruhan, serta meningkatkan mobilitas bagi masyarakat
secaraluas. Dengan demikian, inovasi Kebijakan ETLE tidak hanya
menghadirkan teknologi canggihdalam penegakan hukum lalu lintas,
tetapi juga mengubah paradigma dalam pembuatankebijakan yang lebih
adaptif danberbasis bukti.

Inovasi Kebijakan ETLE telah didukung oleh penelitian terdahulu
yang menyoroti manfaat penggunaan teknologi canggih dalam penegakan
hukum lalu lintas. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan
sistem ETLE, termasuk penggunaan kamera pengawas dan pengenalan plat
nomor otomatis, memiliki dampak positif terhadapkeselamatan jalan dan
penegakan hukum. Studi yang dilakukan oleh Susandi, Nugraha dan
Rodiyansyah  (2017) menujukkan tingkatkeberhasilan di atas 50% dari
10plat nomor yang berbeda. Melalui sistem manajemen parkir, pemilik
kendaraan diarahkan ke tempat parkir kosong dengan tingkatkeamanan
yang relatif tinggi, dimana setiap kendaraan yang masuk kedalam sistem
harus teridentifikasi dan diberikan kode akses keluar dengan memanfaatkan
QR Code yang diberikan pada saat memasuki sistem. Dengan demikian,
penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap
manfaat inovasiKebijakan ETLE dalam meningkatkan keselamatan
jalan, memperkuat penegakan hukum lalu lintas, dan mengembangkan
kebijakan yangresponsif.

2. Dampak dan Manfaat

Implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan
keselamatan lalu lintas diwilayah Kotapalangka Raya. Melalui sistem ini,
berbagai pelanggaran lalu lintas dapat diidentifikasi secara lebih efektifdan

cepat, memungkinkan untuk tindakan penindakan yang tepat waktu dan
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efisien. Dengan demikian, jumlah pelanggaranlalu lintas dapat ditekan, yang
pada gilirannya mengurangirisiko kecelakaan yangberpotensi menyebabkan
cedera atau bahkan kematian. Denganadanya sistem ETLE, penerapan aturan
lalu lintas menjadi lebih ketat dan efektif, menciptakan lingkungan
transportasi yang lebih aman bagi masyarakat Kotapalangka Raya serta
meningkatkan kesadaran akanpentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu
lintas.

Sistem ETLE, merupakan suatu inovasi yang telah membawa
dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum di
bidang lalulintas. Dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi, sistem ini
mampu mengurangi beban kerja yang sebelumnya ditanggungoleh petugas
lalu lintas, dengan mempercepat serta mempermudah proses  pengawasan
dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dengan demikian, implementasi sistem ETLE memungkinkan
pengalokasiansumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam penegakan
hukum lalu lintas. Sebagai contoh, dengan adanya kamerapemantau yang
terhubung dengan sistem ini, pelanggaranseperti melanggar lampu merah
atau kecepatan dapat terdeteksi secara otomatis, mengurangi
ketergantungan pada penugasan petugas secara langsung untuk memantau
dan menindakpelanggaran tersebut. Selain itu, efisiensi yang tercipta dari
sistem ETLE juga membuka ruang untuk peningkatan strategipenegakan
hukum yang lebih holistik dan terarah. Dengan beban kerja yang berkurang
bagipetugas lalu lintas, mereka dapatmengalokasikan waktu dan sumber
daya mereka pada kegiatan-kegiatan penegakanhukum yang membutuhkan
perhatian khusus ataupenanganan langsung, seperti patroli rutin di daerah
rawan kecelakaan atau penegakan aturan lalu lintas di jalur-jalur utama.
Penerapan sistem ETLEmemegang peranan krusial dalam menjalankan visi
Smart City yang telah ditetapkan untuk Kotapalangka Raya. Melalui
integrasi teknologi canggih dalam pengaturan lalu lintas,kota tidak hanya
meningkatkan efisiensi dalam mobilitas, tetapi juga membangun fondasi
yang berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan
memanfaatkan ETLE, proses pengelolaan lalu lintas dapat dikendalikan
secara lebih efektif, meminimalkan kemacetan, meningkatkan

keamanan jalan,dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebagai
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hasilnya, Kotapalangka Raya dapat menjadi contoh yang inspiratif bagi
kota-kota lain dalam mengembangkan infrastruktur kota pintar yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjaga keseimbangan
antara pertumbuhan perkotaandan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian terdahulu telah secara konsisten menunjukkan bahwa
implementasi sistem Electronic Traffic LawEnforcement (ETLE) memiliki
dampak yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan lalulintas dan
efisiensi penegakan hukum. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan
oleh Amin (2021) menemukan bahwapenggunaan teknologi ETLE secara
efektif mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan jalan,
dalam kasus pelanggaran berat dan kecelakaan fatal. Penelitian tersebut juga
menyoroti bahwa penggunaan sistem ETLE membantu meningkatkan
kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas dan konsekuensi dari
pelanggarannya. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan

peningkatan jumlah pengendara yang mematuhi peraturan lalu lintas
setelah penerapan sistem ETLE. Selain itu penelitian yangdilakukan oleh
Armala &menunjukkan bahwa tilang elektronik mempunyai kelebihanyaitu
sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional.
Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan
kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai penggantiproses tilang
di tempat. Beberapa manfaat bagipelanggar lalu lintas dengan adanya
sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dimana
masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah
mengetahui peraturan yang ada kepada orangdi sekelilingnya agar tidak
melanggar peraturan yang ada. Hasil penelitian ini secara konsisten
mendukung klaim bahwa implementasi sistem ETLE memiliki manfaat
nyata dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, efisiensi operasional,
dan pengurangan biaya dalam penegakan hukum. Dengan merujuk pada
bukti empiris ini, dapat dijelaskan dengan lebih kuat bahwa penerapan
sistem ETLE di wilayah Kotapalangka Raya memiliki dampak positif yang
signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Tantangan dan Implikasi
Penerapan sistem Ekstraksi, Electronic Traffic Law Enforcement
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(ETLE) dalam suatu organisasi atau entitas memunculkan  beragam
tantangan dan implikasi yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu
tantangan utama adalah terkait privasi dan keamanan data pengguna. Dalam
mengelola data, perludiimplementasikan kebijakan yang ketat serta sistem
keamanan yang canggih guna memastikan bahwa data pribadi pengguna
tidak disalahgunakanatau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini
pentingmengingat kerentanan yangmungkin timbul akibateksploitasi data
pribadi, sepertiidentitas dicuri atau informasi sensitif diretas oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab.

Pengembangan dan implementasi sistem ETLE membutuhkan
investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan komunikasi.
Kesiapan infrastruktur menjadi faktor krusial dalam memastikan
keberhasilan serta keefektifan operasionalisasi sistem ini. Diperlukan
infrastruktur yang mampu menangani volume data yang besar, memiliki
kecepatan akses yang tinggi, serta memadai dalam mengelola proses
transformasi dan loading data secara efisien. Tanpa infrastruktur  yang
memadai, implementasi sistem ETLE dapat terhambat dan Kinerja
operasionalnya dapat terganggu.

Selanjutnya, perlu juga diperhatikan implikasi dari penggunaan
sistem ETLE terhadap sisi sosial dan hukum. Dengan adanya akses yang
lebihluas terhadap data pengguna,mungkin timbul pertanyaan etis mengenai
penggunaan data tersebut. Perlindungan hakprivasi pengguna harus dijamin
secara komprehensif, sesuaidengan regulasi dan undang- undang yang
berlaku. Selain itu, organisasi juga perlumempertimbangkan dampaksosial
dari implementasi sistem ini, seperti adanya ketidakpastian atau
kekhawatiran dari pihak-pihak yang terdampak tentang bagaimana data
mereka akan digunakan. Terakhir, dalam menghadapi tantangan dan
implikasi yang kompleks ini, organisasi perlu mengadopsi pendekatan
holistik dan berkelanjutan. Ini mencakup memperkuat kebijakan dan
prosedur terkait privasi dankeamanan data, berinvestasi dalam infrastruktur
yang dapat menopang kebutuhan sistem ETLE, serta terus memantau
perkembangan regulasi dan kebijakan terkait penggunaan data. Dengan
pendekatan yang matang dan komprehensif,organisasi dapat meminimalkan

risiko serta memaksimalkan manfaat dari implementasisistem ETLE dalam
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operasional mereka.

D. KESIMPULAN

Sistem ETLE dapat membantu dalam mewujudkan Smart City kota
Palangka Raya dengan mentransformasikan data secara real-time,
memungkinkananalisis cepat terhadap situasi kota, seperti lalu lintas atau
kemanan , menciptakan pandangan holistik tentang keadaan kota. Selain itu
sistem ETLE juga berperan dalam memastikan keamanan privasidata, yang
menjadi aspek krusialdalam implementasi konsep Smart City. Sistem ETLE
termasuk ke dalam kategori dimensi Smart People.Sistem ETLE
menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengumpulkan data
tentang kendaraan yang melintas. Dalam hal penegakanhukum, sistem ETLE
dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti jalur lampu merah atau
kecepatan berlebih. Petugas polisi dapat menggunakan data ini untuk
mengidentifikasi pelanggar danmengambil tindakan yang sesuai.Keuntungan
lain dari sistem ETLE adalah efisiensi operasional. Dalamsistem tradisional,
petugas polisi harus secara manual memeriksa kendaraan yang melanggar
aturan lalu lintas. Namun, dengan sistem ETLE proses ini dapat dilakukan
secara otomatis. Ini menghemat waktu dan sumber daya petugas polisi,
sehingga mereka dapatfokus pada tugas-tugas lain yanglebih penting. Dalam
proses berjalannya inovasi baru tidak selamanya selalu berjalan mulus sesuai
dengan yang diinginkan oleh penyelenggara instansi. Berdasarkan temuan
peneliti, di sistem ETLE Polri ini masih terdapat kendala-kendala atau faktor-
faktor yang menghambat berjalannya sistem ETLE , diantaranya sarana dan
prasarana seperti belum adanya jaringan yang kurang stabil karenaterkadang
komputer mengalamieror pada sistem dan belum adanyawebsite yang dapat
di jangkau ataudiakses oleh masyarakat agar terlihat lebih jelas siapa saja yang
pernah melanggar peraturan lalu lintas, dan masih adanya masyarakat yang
datang ke Polresta agar meminta bantuan pembayaran denda dikarenakan
terkendala oleh shandphone yangbelum memadai untuk scan kodebarcode
yang terdapat disurat. Selain faktor penghambat terdapat juga faktor
pendukung seperti semangat yang diberikan sesama petugas/aparat dalam
melayani masyarakat. Semangat yang dimiliki petugas/aparat,Petugas/aparat

juga melakukan evaluasi disaat terdapat keluhan dari masyarakat mengenai
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masalahpembayaran denda pelanggaran. Faktor pendukung lainnya adalah
fasilitas yang layak pakai untuk membantu petugas/aparat sepertialat bantu
pengeras suara speaker, genset, dan perangkat lainnya agar proses sistem

ETLE berjalan dengan lancar.
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